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A b s t r a c t  
 

This research focuses on how the political communication of legislators in 

Bandar Lampung City, which is directed to reach and influence the votes of 

women voters. This research uses a phenomenological approach. The theory 

used in this research is Sandra Harding and Julian T. Wood's standpoint 

theory. The results of the study found that proper political communication 

will encourage victory because it will be able to win the votes of women 

voters in Bandar Lampung City in social groups. Even in the political 

dynamics, women are able to place themselves as; vote getters, become 

equal partners for men and become drivers of the upholding of women's 

human rights in the regional political stage. Factors that influence women 

voters are internal and external factors; level of education, economic 

independence, cultural values and the political system. 

Keywords : Political Communication Strategy; Women Voters  

 

A b s t r a k  
 

Penelitian ini terfokus pada bagaimana komunikasi politik legislator di Kota 

Bandar Lampung, yang diarahkan untuk meraih dan mempengaruhi suara 

pemilih  perempuan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan  

fenomenologis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah standpoint 

theory milik Sandra Harding dan Julian T. Wood. Hasil penelitian didapat 

bahwa komunikasi politik yang tepat akan mendorong kemenangan karena 

akan mampu meraih suara pemilih perempuan di Kota Bandar Lampung 

dalam kelompok-kelompok sosial. Bahkan dalam dinamika poliik kaum 

perempuan mampu menempatkan diri sebagai; vote getter, menjadi mitra 

setara bagi laki-laki dan menjadi pendorong tegaknya hak asasi perempuan 

dalam panggung politik daerah. Faktor yang memengaruhi Pemilih 

perempuan yaitu faktor Internal dan eksternal; tingkat pendidikan, 

kemandirian ekonomi, nilai budaya dan sistem politik.  

Kata Kunci: Strategi Komunikasi Politik; Pemilih Perempuan  
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A. Pendahuluan 

Perempuan masuk dalam elemen 

pembangunan, perempuan selalu menjadi 

subordinat dan dipersepsikan dalam posisi 

kedua dibawah laki-laki. Teori feminis 

menyatakan bahwa ketimpangan hubungan 

antara perempuan dan laki-laki hanya dapat 

mendorong perempuan terbelakang. Istilah 

pemberdayaan perempuan memiliki makna 

ketidak berdayaan perempuan, diskriminasi, 

dan ketidakadilan. Perempuan masih dianggap 

lemah meskipun telah menjadi wanita karir, 

memiliki pengahasilan sendiri dan memiliki 

beban yang sama dengan laki-laki di tataran 

domestik, namun justru menjadi bahan 

eksploitasi. Perempuan dianggap memiliki 

citra yang berbeda dengan kaum laki-laki. 

Perempuan cenderung dianggap tidak cocok 

masuk dalam dunia politik yang dianggap 

kotor, dan banyak intrik. 

Saat ini perempuan mulai dijunjung 

harkat martabatnya dan masuk dalam kesetaraan 

gender, perempuan tidak hanya berperan 

sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan 

fungsi reproduksi, mengurus keluarga dan 

pekerjaan domestik. Perempuan mulai masuk 

panggung politik dan ikut aktif dalam kegiatan 

sosial, ekonomi, pemerintahan, meskipun 

keterwakilannya belum menunjukkan  

peningkatan yang signifikan. Fenomena bahwa 

57% perolehan suara ditentukan oleh suara 

perempuan, karena setengah jumlah penduduk 

di Indonesia adalah perempuan, mengabaikan 

perempuan dalam pembuatan keputusan politik 

berarti meminggirkan mayoritas penduduk 

Indonesia dalam proses politik. (Aeni, Zamroni, and  

Zuchdi 2016) 

Komunikasi politik bertujuan untuk 

mendorong partisipasi perempuan dalam 

panggung politik dan pemerintahan, sehingga 

keterwakilan perempuan tidak hanya untuk 

memenuhi kuota, namun menjadi bagian dalam 

memperjuangkan hak dan aspirasi perempuan 

serta peran perempuan benar-benar berjalan. 

Penelitian Rahmawati (Arka 2021), bahwa 

faktor yang cukup signifikan untuk menentukan 

keterwakilan perempuan yaitu melalui sistem 

pemilu, peran organisasi partai politik, 

penerimaan secara kultural dan dukungan 

melalui Affirmative Action yang bersifat 

sukarela. Penelitian Priandi dan Roisah 

(Lestarini 2022) menunjukkan naik turunnya 

keterwakilan perempuan di parlemen dapat 

dipicu karena kebijakan yang sama. Pada 

dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia 

politik jika tidak ditompang dengan kebijakan 

yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan 

berakibat menurun. Padahal perempuan dalam 

kacamata feminis bahwa kodrat perempuan 

tidak ditentukan secara biologis namun oleh 

budaya di dalam masyarakat. (Bryson 2007) 

Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kebijakan 

yang sama dari pemilu 2009 dan 2014. 

Kekhawatiran keterwakilan perempuan menurun 

itu bukan berarti hilang pada 2019 meski 40 

Persen perempuan masuk kedalam daftar 

pencalonan legislatif pada Pemilu 2019. 

Masalah strategis yang dalam irama dan 
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percaturan politik, mengenai peraihan suara 

perempuan melalui komunikasi politik beserta 

segala kendala dan faktor pendukung 

keterlibatannya. Hal ini sangat penting karena 

dalam perspektif politik modern, logikanya 

agenda yang kongkrit untuk memajukan peran 

dan harkat perempuan sudah selayaknya 

dijadikan salah satu tawaran utama oleh partai 

politik dan legislatornya untuk melapangkan 

jalan kemenanganya. Hal ini senada dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Izdiha (2017), 

bahwa politik merupakan jalan terbaik untuk 

memperhatikan kebutuhan perempuan, dan 

penghapusan diskriminasi.(IZDIHA 2017) 

Pada kontestasi politik, kandidat 

bertarung satu sama lain dengan menggunakan 

berbagai strategi. Banyaknya partai politik 

yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 

2024 disebabkan oleh sistem multipartai di 

Indonesia. Persaingan sengit antara partai-

partai politik untuk memperebutkan suara 

pemilih juga dipengaruhi oleh banyaknya partai 

politik. Jumlah suara yang diperoleh seorang 

kandidat menunjukkan tingkat dukungan dan 

kepercayaan publik terhadap individu tersebut. 

Para kandidat bertarung satu sama lain dengan 

menggunakan berbagai metode komunikasi 

politik untuk memenangkan kontestasi pemilu. 

 Komunikasi politik yang dilakukan 

harus disesuaikan dengan sistem politik yang 

ada di Indonesia. Karena itu politik di Indonesia 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi 

yang dilakukan oleh pengelola partai. Almond 

dan Powell menempatkan komunikasi politik 

sebagai suatu fungsi politik bersama dengan 

fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan 

rekrutmen yang terdapat dalam sistem politik. 

Komunikasi politik sebagai bidang ilmu yang 

mempelajari perilaku dan kegiatan komunikasi 

yang bersifat politik, mempunyai akibat politik 

atau perilaku yang berpengaruh terhadap politik 

(Sari 2013). Ada lima ruang lingkup dalam 

komunikasi politik yakni; komunikator politik, 

pesan politik, media komunikasi politik, 

khalayak politik, dan efek politik. 

(Triwicaksono and Nugroho 2021) 

Pembagian peran antara laki-laki dan 

perempuan tidak didasarkan pada disrupsi dan 

kompetisi namun lebih kepada melestarikan 

harmoni dan stabilitas kehidupan masyarakat. 

(Gerson 2002) Pesan politik yang disampaikan 

oleh komunikator politik dan tujuan 

komunikasi politik saling terkait 

erat.(Mukarom 2008) Keberanian perempuan 

untuk masuk dalam panggung politik 

memberikan ruang diskusi yang baik, sehingga 

perlu upaya untuk mencapai kekuatan 

perempuan dalam politik. Tanpa kemampuan 

komunikasi politik yang baik, komunitas 

perempuan cenderung menjadi “muted group”, 

yang keberadaannya tidak terlalu berarti bagi 

proses politik (Farooq et al. 2012) Tentu kondisi 

ini bukan bagian dari implikasi substansi 

perjuangan affirmative action. Penyebaran 

informasi politik, penciptaan citra politik, dan 

pembentukan opini publik, terkadang menjadi 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210428020876809
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satu-satunya tujuan komunikasi politik. 

Komunikasi politik berusaha untuk 

memenangkan hati khalayak guna 

meningkatkan keterlibatan saat pemilu 2024 

yang semakin dekat. Komunikasi yang 

digunakan berpengaruh besar dalam 

menentukan kemenangan maupun kekalahan 

seorang kandidat. Tulisan ini membahas 

strategi komunikasi calon legislatif dalam 

mempengaruhi pemilih perempuan di Kota 

Bandar Lampung, sehingga dapat diketahui 

peran strategi komunikasi yang digunakan 

dalam pemenangan seorang calon legislatif. 

1. Literature Review 

a. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi sebagai sebuah 

perencanaan penyampaian pesan melalui 

kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti 

frekuensi, formalitas, isi dan saluran 

komunikasi yang disampaikan mudah diterima 

dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau 

perilaku sehingga tujuan komunikasi 

tersampaikan dengan tepat.(Effendy 2003) 

Sedangkan menurut Kulvisaechana, strategi 

komunikasi adalah penggunaan kombinasi 

faset-faset komunikasi dimana termasuk di 

dalamnya frekuensi komunikasi, formalitas 

komunikasi, isi komunikasi, dan saluran 

komunikasi.(Kulvisaechana 2001) Strategi 

komunikasi erat kaitannya antara tujuan yang 

hendak dicapai dengan konsekuensi yang harus 

diperhitungkan, kemudian merencanakan 

bagaimana mencapai konsekuensi-konsekuensi 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

b. Komunikasi Politik 

Menurut Nimmo, Komunikasi Politik 

merupakan kegiatan komunikasi yang  

berdasarkan konsekuensi baik aktual maupun 

potensial yang mengatur perbuatan manusia 

dalam kondisi konflik.(Nimmo 1989) Menurut 

Roelops bahwa komunikasi yang materi 

pesannya berisi politik yang mencakup 

kekuasaan dan penempatan pada lembaga-

lembaga kekuasaan. Sedangkan menurut 

Cangaraa bahwa komunikasi politik adalah 

suatu bidang atau disiplin yang menelaah 

perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat 

politik, mempunyai akibat politik, maupun 

pengaruh terhadap perilaku politik.(Nasution 

and IP 1990) 

c. Pendekatan Perilaku Pemilih 

Pendekatan untuk melihat perilaku 

pemilih terbagi atas empat pendekatan yakni 

pendekatan sosiologis disebut sebagai Mazhab 

Columbia (The Columbia of Electoral 

Behavioral), pendekatan psikologis disebut 

sebagai Mazhab Michigan (The Michigan 

Survey Research Center) dan pendekatan 

rasional serta pendekatan domain kognitif 

(pendekatan marketing).(Wahyudi and 

Kamaruddin 2023) Pemilih merupakan semua 

pihak yang menjadi tujuan utama para 

kontestan untuk mereka pengaruhi dan 

yakinkan agar mendukung dan kemudian 
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memberikan suaranya kepada kontestan yang 

bersangkutan.(Yandra 2017) 

B. Metode 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus,(Rahardjo 2017) sebagaimana 

dikatakan suatu penelitian dikategorikan studi 

kasus tunggal, bilamana penelitian tersebut 

terarah pada satu karakteristik. Penelitian 

tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran 

(satu lokasi, atau satu subjek). Jadi yang 

terpenting bukan jumlah lokasinya, tetapi 

adanya perbedaan karakteristik atau 

kesamaannya. Subjek dalam penelitian ini 

adalah politisi yang konsern dalam menerapkan 

komunikasi politik guna meraih suara 

perempuan di Kota Bandar Lampung. 

Sedangkan objek penelitinya posisi pemilih 

perempuan dalam komunikasi politik 

menjelang Pemilu 2024, sehingga pendekatan 

yang digunakan yaitu fenomenologi dimana 

makna dipahami dari berbagai peristiwa dan 

interaksi yang terjadi pada situasi khusus. 

Fenomenologi menjadikan pengalaman hidup 

yang sesungguhnya sebagai data dasar dari 

realita.(Kuswarno 2006)  

Selain itu, data diperoleh dengan 

melakukan in deep interview (wawancara 

mendalam) pada Komunitas Perempuan, yakni 

beberapa kelompok Majelis Ta’lim, Observasi 

dilakukan dengan melihat aktivitas komunikasi 

politik calon legislatif dalam mempengaruhi 

suara perempuan. Teknik analisis data model 

interaktif milik Miles dan Michael (Mauricio et 

al. 2006). Keabsahan data dilakukan dengan 

teknik trianggulasi yaitu pertama, melakukan 

perbandingan data wawancara dan observasi. 

Kedua, melakukan  konfirmasi  dengan  subjek 

penelitian dan membandingkan satu dengan 

yang lainnya untuk mendapatkan data yang 

tepat. Ketiga, membandingkan hasil 

wawancara dan dokumen yang berkaitan, 

seperti; buku, transkrip, audio visual serta 

kegiatan komunikasi politik calon legislatif 

dalam mempengaruhi komunitas perempuan 

menjelang pemilihan umum di Kota Bandar 

Lampung. 

C.  Pembahasan 

 Representasi perempuan merupakan 

bagian utama jika berbicara tentang kesetaraan 

gender dalam demokrasi. Dapat dikatakan 

bahwa demokrasi akan lengkap ketika 

perempuan terlibat di dalamnya. Persentase 

suara pemilih perempuan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2025-2029 Bidang Politik dan 

Komunikasi Kementerian PPN BAPPENAS, 

terkait posisi pemilih perempuan, affirmative 

action pencalonan perempuan sekalipun 

ternyata hanya mampu memberikan akses 

pencalonanya saja, sementara pada proses 

kontestasinya masih terdapat ketimpangan 

dalam strategi berpolitik, akses informasi, relasi 

yang masih dominan dilandasi oleh faktor 

kekerabatan. (Nurussa’adah 2020).  

Pada percaturan politik daerahpun hal yang 

sama terjadi, peningkatan jumlah keterwakilan 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210428020876809
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perempuan menjadikan demokrasi lebih adil 

meskipun keterwakilan perempuan di parlemen 

masih di bawah kuota yang diberikan. 

Partisipasi politik yang berkaitan dengan 

affirmative action akan fokus pada bentuk 

keterlibatan perempuan dalam proses 

pengambilan keputusan baik secara formal 

pada institusi politik maupun lainnya. 

Paratisipasi politik ini didasari oleh pentingnya 

peran perempuan di ranah politik khususnya 

berkaitan dengan upaya membentuk 

masyarakat demokrasi dengan ditandai oleh 

keseimbangan partisipasi dan perwakilan 

politik antara perempuan dan laki-laki 

(Rahmatunnisa n.d.) Pemikiran tersebut juga 

didasari oleh perbedaan kebutuhan antara 

perempuan dan laki-laki, sehigga 

keseimbangan keterwakilan perempuan 

diharapkan dapat menelurkan kebijakan yang 

menguntungkan kaum perempuan guna 

terwujudnya prinsip kesetaraan politik 

(political equality) dalam sistem politik 

demokrasi. Dasar lain yang melatarbelakangi, 

agar perempuan memiliki kekuatan dalam 

mempengaruhi (influential voice) yang 

kemudian membantu mereka dalam 

membentuk sebuah koalisi yang dapat 

meningkatkan pengaruh dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Pada pemilihan umum Kota Bandar 

Lampung tahun 2019, keterwakilan perempuan 

sudah sangat baik, melebihi kuota 30%. 

Persentase keterlibatan perempuan dalam 

kegiatan partai maupun pemerintah di Kota 

Bandar Lampung tentu dapat dikatakan baik, 

dan meningkat pada pemilu 2019, sehingga 

dapat dikatakan bahwa kuota 30% yang 

ditetapkan pemerintah, telah mendorong 

adanya politik yang lebih demokratis. 

Dinamika politik di Kota Bandar Lampung juga 

sangat unik, dimana para pemilih perempuan 

sangat mendominasi, sehingga komunitas 

perempuan sangat diperhitungkan. 

Komunikasi politik dalam mempengaruhi 

pemilih perempuan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan, karena partai politik 

menggunakan saluran informasi yang efektif 

dalam menyampaikan pesan politiknya. Salah 

satu saluran yang digunakan yaitu melalui 

perwakilan partai di panggung politik. Dalam 

konteks ini tentu berkaitan dengan perempuan 

dan peranya sebagai komunikator politik. 

Komunikator politik mewakili kepentingan 

kelompok, dan juga menetapkan tujuan 

kebijakan yang lebih luas, mengusahakan 

reformasi, dan mendukung revolusioner 

(Gleeson et al. 2011) Komunikator dalam 

komunikasi politik dapat berwujud individu, 

lembaga, maupun kumpulan orang. Pada 

kesempatan yang lain, memang secara jelas 

dapat dibedakan bahwa seseorang individu 

yang berbicara, tetapi menjurus pada suatu 

lembaga atau organisasi, maka pada saat itu 

dapat dipandang sebagai collective source atau 

sumber kolektif. (Aeni et al. 2016) 
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Legislator yang aktif dalam panggung 

politik atau lembaga legislatif, maupun 

organisasi masyarakat harus memilik 

kemampuan sebagai komunikator politik, baik 

sebagai sumber individu maupun kolektif. Pada 

peran ini, legislator harus lebih mengusahakan 

komunikasi politik dalam bentuk partisipasi 

langsung. Hal ini terlihat bahwa legislator dapat 

menjadi media penghubung ke masyarakat dan 

juga menjembatani kepentingan secara khusus, 

dan secara umum. Peran komunikator politik 

juga dapat dilihat dari beberapa fraksi di Bandar 

Lampung yang melibatkan diri pada bidang 

pemerintahan, bidang perekonomian, bidang 

kesejahteraan masyarakat, hingga pada badan 

pembentukan peraturan daerah. Ada beberapa 

faktor yang memengaruhi peran legislator 

dalam pemilihan umum di Kota Bandar 

Lampung, yaitu: 

Pertama, Tingkat pendidikan sangat 

mendorong terciptanya partisipasi politik di 

tengah warga masyarakat. Semakin baik taraf 

pendidikan, maka akan berimbang dengan 

naiknya aksesabilitas terhadap sumber-sumber 

informasi, dan dijadikan bahan pertimbangan 

masyarakat untuk turut berkiprah.  

Kedua, Perempuan yang memiliki 

kemandirian ekonomi cenderung menganggap 

bahwa berpolitik bagian dari hak. Begitu juga 

pada perempuan dalam komunikasi politik, 

kemandirian ekonomi pada calon anggota 

legislatif dimaknai sebagai kemampuan mereka 

secara mandiri untuk dapat memimpin dan 

memperjuangankan aspirasi masyarakat. Hal 

ini didukung oleh pernyataan Weyner, 

partisipasi politik akan semakin luas, ditandai 

dengan munculnya kelas pekerja dan memberi 

penekanan pada peluang siapakah yang dapat 

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan 

politik dan memberi perubahan pola partisipasi 

politik. Pada kajian feminis dijelaskan bahwa 

tujuan dari feminism adalah untuk mendorong 

perubahan ke arah kesetaraan antara perempuan 

dan laki-laki,(Macionis 2012) sehingga 

kemandirian secara ekonomipun merupakan 

hak perempuan. 

Ketiga, Nilai budaya yang dianut dan 

menjadi dasar tindakan setiap individu. 

Masyarakat konvensional lebih menganggap 

perempuan lebih cocok ketika berada pada 

sektor domestik (keluarga atau rumah) yang 

kemudian terbawa pada sektor publik, yang 

mengutamakan laki-laki dibanding perempuan 

sehingga memunculkan budaya patriarki. Hal 

ini yang kemudian memberikan pandangan dan 

tantangan bagi perempuan dalam ranah politik 

yang didominasi oleh laki-laki, sehingga 

perempuan lebih pada aspek pemilih pada 

kantong-kantong suara di daerah pemilihan. 

Keempat, perspektif agama berpengaruh 

terhadap kepemimpinan perempuan, bahwa 

pemimpin itu laki-laki sehingga perempuan 

hanya diperlukan untuk mendongkrak perolehan 

suara pemilih. Dari sisi keluarga lebih 

cenderung pada budaya patriarki, kepala 

keluarga cenderung menjadi penentu suara 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210428020876809
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keluarganya, sehingga posisi ini membuat 

perempuan tidak berdaya untuk memilih caleng 

perempuan. Faktor di atas menunjukkan bahwa 

masih adanya ketimpangan peran dan relasi 

gender yang perlu ditinjau kembali. Perempuan 

dalam kacamata feminis bahwa kodrat 

perempuan tidak ditentukan secara biologis 

namun oleh budaya di dalam masyarakat.  

Merujuk pada sistem politik yang diatur 

melalui UU No. 12 Tahun 2003 mengenai 

legitimasi keterwakilan perempuan sebagai 

caleg partai politik dengan kuota 30%. 

Diperkuat lagi dengan pasal 53 mengenai bakal 

calon peserta pemilu harus memuat paling 

sedikit 30% keterwakilan perempuan. Hal 

tersebut bertolak belakang dengan aturan 

ambang batas parlemen (parliamentary 

threshold), dimana setiap partai politik harus 

memperolehan suara minimal partai politik 

dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam 

penentuan perolehan kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Hal inilah yang kemudian 

berpengaruh terhadap semangat perempuan 

yang ingin ikut berkiprah dalam panggung 

politik daerah khususnya di Kota Bandar 

Lampung. Partisipasi perempuan dapat 

memberikan peluang besar bagi demokrasi 

Indonesia dan penegakan hak asasi manusia. 

Upaya ini juga untuk menciptakan keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi 

politik perempuan (partisipasi affirmative 

action) dalam pemilihan umum merupakan 

realisasi dari bentuk politik gender, sehingga 

tidak hanya dianggap sebagai alat untuk 

meningkatkan partisipasi politik perempuan di 

ranah publik.  

Tingginya persentase partisipasi suara 

pemilih perempuan dalam pemilu di Kota 

Bandar Lampung Tahun 2019 juga telah 

menunjukkan adanya kesetaraan gender yang 

memberi cara pandang baru terhadap 

kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. 

Sehingga dalam analisis ini, caleng perempuan 

sudah mulai dipercaya memimpin oleh 

masyarakat. Kecenderungan menempatkan 

perempuan dalam sektor domestik (keluarga 

atau rumah) juga sudah mulai berkurang. 

Perempuan sudah mulai menunjukkan sisi 

kemandirian ekonomi dengan memiliki profesi. 

Perempuan dapat menentukan arah politik 

tanpa harus terdoktrin dengan keputusan kepala 

keluarga. Cara ampuh bagi partai politik untuk 

memperoleh dukungan suara perempuan yaitu 

dengan menempatkan perempuan dalam 

organisasi partai politik. Perempuan tidak 

hanya menjadi vote getter dalam pemilihan 

umum, namun dilihat dari kapasitas dan 

kapabilitas diri. Keterlibatan perempuan di 

Kota Bandar Lampung masih ada yang 

menggunakan sebagai vote getter, namun 

dalam kepemimpinan, perempuan berani 

menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas 

dalam ranah politik tidak diragukan. Peran 

perempuan yang secara spesifik sebagai 

selebritis dan masuk menjadi kader partai 
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politik tentu memiliki peran strategis meskipun 

beberapa partai masih menggunakanya sebagai 

pendulang suara semata. Masyarakat Bandar 

Lampung juga mulai cerdas dalam menentukan 

pilihan, tidak hanya melihat dari tampilan fisik, 

namun melihat kemampuan calon legislatif 

dalam meyakinkan pemilihnya. Komunikator 

politik dalam pemilihan umum di Kota Bandar 

Lampung, tidak berbeda antara perempuan 

dengan laki-laki. Pembagian peran antara laki-

laki dan perempuan tidak didasarkan pada 

disrupsi dan kompetisi namun lebih kepada 

melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam 

masyarakat.  

Pada pemilihan umum di Kota Bandar 

Lampung, posisi perempuan ketika menjadi 

komunikator politik ditunjukkan dengan 

peranya untuk menyuarakan kebijakan-

kebijakan yang berpihak pada perempuan, 

selain itu yang dapat dijumpai bahwa 

perempuan yang masuk dalam pemilihan umum 

Kota Bandar Lampung adalah perempuan yang 

sebagian besar memang aktif dalam organisasi 

perempuan, organisasi sosial masyarakat, dan 

bahkan pernah mejabat sebagai pejabat publik. 

Hal ini selaras dengan penelitian yang 

dilakukan Mukarom, bahwa upaya counter 

komunikasi politik yang pertama perlu 

dilakukan oleh perempuan adalah dengan 

pengarusutamaan gender (gender mainstream). 

Pada pemilihan umum Kota Bandar Lampung, 

empowering role yang dapat dilihat yaitu, 

sebagian besar anggota legislatif berpendidikan 

tinggi. Hal ini berkaitan dengan semakin 

dipertimbangkanya tingkat pendidikan untuk 

mendukung kepemimpinan. 

Merujuk pada salah satu prinsip dasar 

dalam feminisme yaitu penghapusan stratifikasi 

gender dengan adanya penolakan norma 

budaya yang membatasi kesempatan 

perempuan dan laki-laki untuk memperoleh 

pendidikan dan pekerjaan dan upah yang 

layak.(Ma’mun 2018) Kemandirian ekonomi 

yang dapat memunculkan kepercayaan diri 

perempuan yang dapat dicirikan dengan bekerja 

dan memiliki penghasilan pribadi. Hal ini 

terlihat pada anggota legislatif Kota Bandar 

Lampung yang secara finansial memiliki 

kemandirian ekonomi yang dicirkan dengan 

kemampuan untuk maju dalam panggung 

politik, memiliki pekerjaan dan penghasilan 

pribadi. Peran perempuan dalam aktifitas 

politik dan organisasi masyarakat menjadikan 

terkikisnya budaya patriarki dan penafsiran 

sempit terhadap ajaran agama. Perempuan yang 

terlibat dalam pemilihan umum Kota Bandar 

Lampung, sebagaimana diungkapkan oleh 

anggota komisi di DPRD Kota Bandar 

Lampung memiliki keterkaitan erat dengan 

organisasi masyarakat dan peran perempuan di 

dalamnya. Perempuan sebagai elemen civil 

society memiliki tempat yang khusus dalam 

meletakkan dirinya untuk mendorong 

demokratisasi dan melakukan upaya penyadaran 

kepada rakyat bahwa mereka punya hak untuk 

didengar oleh negara.(Tito 2023) Hal tersebut 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210428020876809
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tentu berkaitan dengan kepentingan perempuan 

yang tertuang dalam sebuah kebijakan. 

D. Kesimpulan 

Posisi suara perempuan dalam pemilihan 

umum Daerah dapat dilihat dari: 1) Partisipasi 

politik (Affirmative Action) telah mendorong 

adanya politik yang lebih demokratis di Kota 

Bandar Lampung, adanya kesetaraan gender, 

perempuan tidak hanya menjadi vote getter 

dalam pemilihian umum, namun mampu 

menjadi mitra setara bagi laki-laki dalam 

pengambilan kebijakan yang responsif gender; 

Tegaknya hak azazi dalam panggung politik 

daerah; terciptanya kesadaran tentang 

pentingnya mengakomodasi suara perempuan, 

terutama untuk perempuan menduduki jabatan 

setrategis; Adanya upaya untuk menciptakan 

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) 

Perempuan sebagai komunikator politik dalam 

Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung 

dapat dilihat dari beberapa fraksi di DPRD yang 

melibatkan perempuan pada bidang  

pemerintahan, bidang perekonomian, bidang 

kesejahteraan masyarakat, dan badan 

pembentukan peraturan daerah; 3) Tingkat 

pendidikan sangat mendorong terciptanya 

partisipasi politik di tengah masyarakat. 

Penelitian ini memberikan rekomendasi 

kepada pemerintah bahwa suara pemilih 

perempuan dapat menjadi faktor penentu bagi 

kemenangan dalam kontestasi politik, maka 

sudah saatnya meninkatkan kapasitas 

perempuan agar mampu berperan aktif dalam 

aktivitas politik dan pemerintahan melalui 

kegiatan sosialisasi, seminar maupun gerakan 

masyarakat serta kegiatan pendampingan; 

Mendorong perempuan untuk masuk dalam 

organisasi; Meningkatkan kemandirian 

perempuan, sehingga perempuan memiliki 

posisi tawar saat berkomunikasi dan mampu 

memperjuangkan kepentingannya; Menguatkan 

dan melanjutkan kebijakan alternatif mengenai 

pentingnya peran perempuan di panggung 

politik. 
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